
 

 
 

LEMBARAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.111, 2011 EKONOMI. Otoritas Jasa Keuangan. 
Pengelolaan.  (Penjelasan Dalam Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5253) 

 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2011 
TENTANG  

OTORITAS JASA KEUANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang 
mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, 
diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang 
terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan 
akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan 
yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan 
mampu melindungi kepentingan konsumen dan 
masyarakat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, diperlukan otoritas jasa 
keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang 
pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam 
sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan 
akuntabel; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan; 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4962); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah 

lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, 
yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, 
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang ini. 

2. Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat 
kolektif dan kolegial. 

3. Kepala Eksekutif adalah anggota Dewan Komisioner yang bertugas 
memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan 
melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner. 

4. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan 
kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana 
Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

5. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 
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melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan 
dan undang-undang mengenai perbankan syariah. 

6. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran 
Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan 
dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 
berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
mengenai pasar modal. 

7. Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor 
usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan 
menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi 
memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa 
asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang 
tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha 
reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang 
menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi 
dan jasa aktuaria, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
mengenai usaha perasuransian. 

8. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan 
program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud 
dalam undang-undang mengenai dana pensiun. 

9. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 
pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan 
mengenai lembaga pembiayaan. 

10. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga 
penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan 
pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang 
menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, 
meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan 
kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan 
ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan 
pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa 
keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

11. Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan 
Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 

12. Peraturan Dewan Komisioner adalah peraturan tertulis yang 
ditetapkan oleh Dewan Komisioner dan mengikat di lingkungan 
internal OJK. 
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13. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

14. Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai lembaga 
penjamin simpanan. 

15. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau 
memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan 
antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, 
pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, 
berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 

16. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia. 

17. Gubernur Bank Indonesia adalah pemimpin merangkap anggota 
Dewan Gubernur Bank Indonesia. 

18. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan. 

19. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan adalah 
pemimpin merangkap anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin 
Simpanan. 

20. Ex-officio adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena 
tugas dan kewenangannya pada lembaga lain. 

21. Komite Etik adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang 
bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat dan 
pegawai OJK terhadap kode etik. 

22. Dewan Audit adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang 
bertugas melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas OJK serta 
menyusun standar audit dan manajemen risiko OJK. 

23. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Presiden yang 
bertugas untuk memilih dan menetapkan calon anggota Dewan 
Komisioner untuk disampaikan kepada Presiden. 

24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 

25. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan adalah forum 
koordinasi yang dibentuk untuk menjaga stabilitas sistem keuangan 
yang anggotanya terdiri atas Menteri Keuangan selaku koordinator 
merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, Ketua 
Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota, dan 
Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota. 
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BAB II 
PEMBENTUKAN, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal 2 
(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk OJK. 

(2) OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk 
hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. 

Pasal 3 
(1) OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(2) OJK dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan 
kebutuhan. 

BAB III 
TUJUAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG 

Pasal 4 
OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor 
jasa keuangan: 

a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 

b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 
berkelanjutan dan stabil; dan 

c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. 

Pasal 5 
OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan 
yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa 
keuangan. 

Pasal 6 
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 

a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 

b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan 

c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, 
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 
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